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BAB III  

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Berdasarkan  latar belakang masalah pada Bab I dan hasil penelitian dan 

pembahasan pada Bab II maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan bagi 

Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Biak Numfor. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya pemberian tambahan penghasilan yang berupa uang makan 

yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 111 Tahun 2012, 

tunjangan atau insentif jabatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak 

Numfor Nomor 134 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak 

Numfor dan tunjangan Papua kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Kabupaten Biak Numfor yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 

Tahun 2002 Tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua, walaupun jumlah 

tambahan penghasilan yang diberikan tersebut tidak besar dan belum 

meningkat. Ke depannya diharapkan apabila Pendapatan Asli Daerah yang 

diterima meningkat maka pendapatan berupa tambahan penghasilan ini pun 

lebih meningkat sehingga dapat menyejahterakan Pegawai Negeri Sipil 

Daerah di Kabupaten Biak Numfor. Dalam aturan normatifnya belum ada 

ketentuan yang mengatur hal tersebut. 
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2. Standarisasi penggajian Pegawai Negeri Sipil pada pemerintah Kabupaten 

Biak Numfor tidak sebanding dengan Pendapatan Asli Daerah karena kalau 

Pendapatan Asli Daerah turun, anggaran pegawai tetap meningkat setiap 

tahun, akan tetapi tambahan penghasilan yang diterima oleh masing-masing 

pegawai tetap rendah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang terhitung 

rendah dan tidak selalu meningkat setiap tahunnya menyebabkan 

standarisasi penggajian pun sangat kecil jumlahnya yang diberikan kepada 

para Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten Biak Numfor. Ada 2 (dua) 

kemungkinan yang dapat terjadi yakni, bila Pendapatan Asli Daerah 

meningkat maka standarisasi penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Biak Numfor dapat meningkat dan bila Pendapatan Asli Daerah 

menurun atau masih saja relatif rendah maka standarisasi penggajian 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Biak Numfor dapat tetap seperti yang 

telah ditetapkan atau bahkan menurun. Hal ini tergantung kepada kebijakan 

dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.  

 

B. Saran  

Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Daerah 

Kabupaten Biak Numfor diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor lebih 

berupaya lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan 

kinerja sumber daya manusia yang ada dan lebih mengoptimalisasikan potensi 
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pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh pada jumlah tambahan penghasilan 

yang diberikan kepada para Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Biak 

Numfor. Dengan demikian diharapkan standarisasi penggajian Pegawai Negeri 

Sipil pun mampu menyejahterakan kehidupan para Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, dengan adanya peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor akan menjadi lebih 

mandiri yang berarti selain mampu memberikan tambahan penghasilan, 

Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor juga mampu membayarkan gaji 

kepada Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil dan tidak 

bergantung lagi kepada dana dari pemerintah pusat.  
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